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KEPOTOSAN MENTERI KEHAKIIVIAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR z C-197.II1.01.02.TII 200,

MENTERJ KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : surat trn:mohona'n Nomor zl/xlzoot tans-sal 11 0lrtober ZooJ

aoi tg6tu*is BucLi Sarrtoso, 5H yang ititerina tanggal 21

Oictober 2N1.

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan

kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan
pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

1. UndanEundang Nomor 16'Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4132);

2. Surat Edaran.Dlrektur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21

tentang Pengesahan dan Persetujuan Anggaran Dasar Yayasan.

Mengingat

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAY.{."SAI[ }E3ORA

berkedudrrkan di Sanjamegpra, sesuai tlengan Alcba PencLiriart
Yayasan Nomor 07 t,anggal 01 Oktober 200] yang dibuat ol-eh
Notaris Bud.i Santoso, SH berkedudukan ei u/onosobo.

KEDUA Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 0ktober 2OOj

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPI.IBLIK INDONESIA

JENDERAL
HUKUM UMUM

YUNUS, SI{.}m.
t4478.


